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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2% TAHUN
TENTANG

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA

a.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa dalam rangka, memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu meningkatkan pelayanan
kepada seluruh lapisan masyarakat , guna mewujudkanpelayanan
administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
huruf f dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan diselenggarakanoleh Desa yang mengatur bahwa
urusan administrasi kependudukan perlu diatur dengan peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang
layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan
Pemerintah Daerah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor262, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

S. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6. Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan
Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019Pendataan
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan BagiPenduduk Rentan
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1479);
o ———
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disebut Disdukcapil adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut
Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

lain.
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15.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata

penduduk, pencatatan atas pelaporan atas peristiwa
kependudukan dan  pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada
instansi pelaksana.

Pelayanan Kependudukan tunggal adalah pelayanan
Dokumen Administrasi Kependudukan secara tunggal.
Pelayanan Kependudukan Paket adalah Pelayanan
Dokumen Administrasi Kependudukan dalam satu
permohonan akan diterbitkan lebih dari 1 dokumen.
Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat
sederhana dan intensitas tinggi di Daerah.

Camat adalah Kepala Kecamatan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan  berdasarkan hak  asal-usul,
kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau  Pemerintah = Daerah  Kabupaten/Kota serta
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
 —
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Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa, yang
selanjutnya disingkat LABD adalah pengelolaan data
kependudukan di Desa dan penyelenggaraan fasilitasi
pelayanan administrasi kependudukan di Desa melalui
aplikasi layanan online maupun offline dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalamsatu
tempat.

Kelompok Kerja Administrasi induk desa selanjutnya disebut
Pokja Adminduk adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh
Kepala Desa dalam rangka memfasilitasi penduduk untuk
mengurus dokumen kependudukan.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disebut penduduk rentan adalah penduduk
yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen
kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam,
penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan

komunitas terpencil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
pelayanan Adminduk sesuai standar pelayanan yang berlaku
dengan menggunakan sumber daya yang ada di Disdukcapil dan
yang ada di Desa dalam memudahkan, serta meningkatkan

pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tujuan umum penyusunan Peraturan Bupati ini adalah

terwujudnya penyelenggaraan LABD di Daerah;

b. tujuan khusus penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan

kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Desa;

2. memfasilitasi pembaharuan dan penyelarasan data

kependudukan di Desa; dan

3. meningkatkan akurasi data kependudukan.

r-_—__
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BAB II
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Desa menyelenggarakan sebagian urusan
Adminduk berdasarkan kewenangan penugasan dari Bupati.
Penyelenggaraan sebagian urusan Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LABD.

Sangadi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan LABD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sangadi dalam menyelenggarakan sebagian urusan
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

menunjuk tim Pokja Adminduk Desa.

Pasal 5

LABD dilakukan dalam bentuk pelayanan yang meliputi:

a. pendaftaran penduduk;

b. pencatatan sipil; dan

c. pencatatan dalam buku setiap transaksi data
kependudukan pada Desa.

Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat

(1) meliputi:

a. buku harian pelaksanaan administrasi kependudukan,
untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting di Desa;

b. buku induk penduduk, untuk mencatat data penduduk
dalam setiap keluarga di Desa;

c. buku mutasi penduduk, untuk mencatat perubahan
data penduduk dalam setiap keluarga di Desa; dan

d. buku pokok pemakaman / kematian, untuk mencatat

peristiwa kematian penduduk di Desa.

< eemm—
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BAB III
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Sangadi menyelenggarakan LABD secara terus menerus,
cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari
masyarakat.

(2) Penyelenggaran LABD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
meliputi:
a. jenis LABD; dan
b. paket LABD.

(3) Dalam penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Desa wajib mengikuti standar operasional prosedur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis LABD

Pasal 7
Jenis LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a, terdiri dari:
a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan

b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 8
(1) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. pencatatan biodata penduduk;
b. penerbitan kartu keluarga;
c. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik;
d. penerbitan kartu identitas anak;
e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
f. pendataan administrasi kependudukan bagi:
1. penduduk rentan; dan

2. kelompok khusus.
gl



(2)

(3)

(2)
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Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. surat keterangan pindah; dan

b. surat keterangan tempat tinggal.

Pendataan administrasi kependudukan bagi penduduk

kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f angka 2 adalah kelompok masyarakat yang terdiri

atas:

a. masyarakat adat;

b. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. penyandang disabilitas;

d. anak dan orang dewasa yang hidup dijalan dan/atau
diluar pengasuhan keluarga, anak dari perkawinan
campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja
migran Indonesia dan anak hasil perkawinan antara
pengungsi atau pencari suaka dan warga Negara
Indonesia;

e. pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah
menikah/bercerai  tetapi belum  memiliki  bukti
perkawinan/perceraian,

f. pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan
g. kelompok Kkhusus lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b meliputi:
a. register akta pencatatan sipil ; dan
b. kutipan akta pencatatan sipil.
Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta :
a. kelahiran;
b. kematian;
c. fasilitasi pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan

d. perceraian.



(3)

(1)

(2)

(3)

9.
Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelayanan pencatatan sipil juga mencakup
pengusulan/fasilitasi  penerbitan surat  keterangan
perkawinan luar domisili pada Dinas kependudukan dan

pencatan sipil selaku pejabat pencatatan sipil di Daerah.

Bagian ketiga
Paket LABD

Pasal 10
Paket LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
layanan dokumen kependudukan sesuai jenis LABD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui:
a. layanan dokumen kependudukan tunggal; atau
b. layanan dokumen kependudukan paket.
Layanan dokumen kependudukan tunggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap
dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara tunggal.
Layanan kependudukan paket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, menghasilkan produk dokumen Adminduk
meliputi:
paket untuk pencatatan akta kelahiran menghasilkan 3
(tiga) dokumen yaitu :
1. akta kelahiran;
2. kartu keluarga; dan
3. kartu identitas anak.
paket untuk pencatatan akta kematian, menghasilkan 3
(tiga) dokumen yaitu:
1. akta kematian;
2. kartu keluarga; dan
3. kartu tanda penduduk elektronik dengan status
cerai mati.
paket untuk pencatatan perkawinan menghasilkan 4
(empat) dokumen yaitu:
1. kartu keluarga yang baru menikah atau perubahan
status perkawinan,;
2. kartu tanda penduduk elektronik pasangan dengan

status kawin; fr———
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3. akta perkawinan; dan
4. kartu keluarga bagi orang tua bagi pasangan yang

baru menikah.

d. paket untuk pencatatan akta perceraian menghasilkan

5 (lima) dokumen yaitu:

1. akta perceraian;

2. kartu keluarga pria;

3. kartu keluarga wanita;

4. kartu tanda penduduk elektronik pria dengan status
cerai hidup; dan

5. kartu tanda penduduk elektronik wanita dengan
status cerai hidup.

paket untuk pendaftaran penduduk datang kabupaten/

kota dan provinsi/antar negara menghasilkan 2 (dua)

dokumen yaitu:

1. kartu keluarga; dan

2. kartu tanda penduduk elektronik.

paket pindah datang dalam kabupaten antar kecamatan

atau Desa/kelurahan menghasilkan 2 (dua) dokumen

yaitu:

1. kartu keluarga; dan

2. kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 11

Persyaratan Layanan dokumen kependudukan tunggal

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pencatatan akta kelahiran :

1.

fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari rumah
sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau
surat keterangan kelahiran kepala Desa/lurah;

2. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua;

3. kartu keluarga orang tua;

4. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain

yang sah.

mengisi formulir F1.01 sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

mengisi formulir F-2.03 sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

. Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika

f—'—ﬁ
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diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

b. pencatatan akta kematian:

)

surat keterangan kematian dari kepala Desa/perangkat

Desa, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;

2. kartu keluarga yang yang meninggal dunia;

3. kartu tanda penduduk elektronik yang meninggal dunia;

4. mengisi formulir F-2.01 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

. pencatatan akta perkawinan:
i

surat nikah yang ditandatangani oleh pendeta atau

pemuka agama;

. asli/fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kedua

mempelai;

. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua kedua

mempelai;

Pas foto berwarna gandeng calon mempelai ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) lembar;

fotokopi akta kelahiran calon mempelai;

. akta perceraian/kematian bagi yang pernah menikah; dan

. mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. pencatatan akta perceraian:

)

Vi & B

fotokopi salinan putusan pengadilan tentang perceraian/
melampirkan asli salinan putusan pengadilan;

asli kutipan akta perkawinan;

asli kartu tanda pendiduk elektronik;

asli kartu keluarga;

mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
e
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Peraturan Bupati ini.

e. pendaftaran pindah:

1.

3
4.

surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

. mengisi formulir F.1.03 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
fotokopi kartu keluarga; dan

fotokopi kartu tanda poenduduk elektronik.

f. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik hilang ataurusak:

1,

surat keterangan hilang dari kepolisian setempat jika kartu

tanda penduduk elektronik hilang;

2. fotokopi kartu keluarga hilang atau rusak; dan

3. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

g. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik hilang luar

domisili:

1
2.
3.

surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;

fotokopi kartu keluarga; dan

surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

h. pengurusan kartu identitas anak:

.
2,
3.

fotokopi kartu keluarga;

fotokopi kutipan akta kelahiran;

pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua)
lembar/khusus untuk 5-6 tahun; dan

surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Persyaratan layanan  dokumen kependudukan paket

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah

sebagai berikut: ——



e

a. paket pencatatan akta kelahiran:

L.

fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit/
puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat

keterangan kelahiran kepala Desa/lurah;

. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua;

3. kartu keluarga orang tua;
4. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain

yang sah;

.mengisi formulir F 1. 01 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

.mengisi formulir F-2.03 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

.surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

b. paket pencatatan akta kematian:

1

.surat keterangan kematian dari kepala Desa/perangkat

Desa, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;

2. kartu keluarga yang yang meninggal dunia;

3. kartu tanda penduduk elektronik yang meninggal dunia;

4. mengisi formulir F-2.01 sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

.Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

. paket pencatatan akta perkawinan:
1.

surat nikah yang ditandatangani oleh pendeta atau pemuka

agama;

.asli/fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kedua

mempelai;

. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua kedua

mempelai;

.pas foto berwarna gandeng calon mempelai ukuran 4x6

sebanyak 3 (tiga) lembar;

. fotokopi akta kelahiran calon mempelai;

6. akta perceraian/kematian bagi yang pernah menikah; dan

‘.-———'_
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7.mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. paket pencatatan akta perceraian:
1. fotokopi salinan putusan pengadilan tentang perceraian

dengan melampirkan asli salinan putusan pengadilan;
.asli kutipan akta perkawinan;
.asli kartu tanda penduduk elektronik;

.asli kartu keluarga;

g A W N

.mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
6.surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
e. pendaftaran datang dari luar kabupaten/provinsi:
1.surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari
Daerah asal; dan
2.surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika
diwakilkan ssesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
f. pendaftaran pindah datang dalam kabupaten antar kecamatan
atau antar Desa/kelurahan:
1.surat kuasa bermeterai jika diwakilkan sesuai format
| sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2.mengisi formulir F.1.03 sesuai format sebagaimana
| tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
|
|

BAB IV
KELOMPOK KERJA ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN

Pasal 13
(1) Sangadi membentuk Pokja Adminduk yang ditetapkan oleh
keputusan sangadi.
(2) Struktur keanggotaan Pokja Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sangadi sebagai penanggung jawab;
| ——
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sekretaris Desa sebagai ketua;

kasi pemerintahan sebagai sekretaris; dan

unsur perangkat Desa dan unsur dari lembaga

kemasyarakatan Desa sebagai anggota.

(3) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(6)

a.

memfasilitasi kebutuhan  operasional pengurusan
adminduk masyarakat berdasarkan standar peryaratan
pelayanan pada masing-masing produk dokumen
adminduk yang akan diterbitkan;

melakukan pelaporan/pengurusan dokumen adminduk
secara aktual di kantor Disdukcapil dengan membawa
surat tugas dari sangadi/lurah;

melakukan pelaporan/pengurusan dokumen adminduk
secara daring maupun menggunakan fasilitas teknologi
informasi yang sudah ditentukan;

melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan standar
persyaratan pelayanan serta standart operasional
prosedur dalam pengurusan Adminduk bagi penduduk
Desa;

melaksanakan pendataan bagi penduduk Desa berkaitan
dengan Adminduk; dan

membantu melengkapi dan/atau mengumpulkan berkas
persyaratan bagi penduduk yang data dan dokumen

kependudukannya tidak ada dan/atau bermasalah.

Membuat laporan hasil penyelenggaraan LABD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d.

Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Adminduk harus

melaksanakan tugas secara transparan, profesional dan
akuntabel.
Semua pelayanan dokumen Adminduk tidak dikenakan

biaya/gratis.

Pasal 14

Pokja Adminduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

melakukan hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan

koordinatif dengan petugas Disdukcapil baik secara luring

maupun dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang

sudah ditentukan.

r_———
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan LABD

dapat bersumber dari:

a. anggaran dan pendapatan belanja negara;

b. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan

c. anggaran dan pendapatan belanja Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 16

Disdukcapil melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap
penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan
LABD.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui
berbagai masalah yang muncul dan upaya- upaya
penyelesaiannya.

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan LABD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan
masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program dan

kegiatan peyelenggaraan LABD selanjutnya.

Pasal 17

Pokja Adminduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
melaporkan hasil capaian LABD dalam bentuk formulir
rekapitulasi jumlah penduduk kepada sangadi paling lambat
setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Sangadi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyampaikan laporan penyelenggaraan LABD kepada
Bupati melalui Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada
Camat paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan

berikutnya.

Pasal 18
Kepala Dinas menyampaikan laporan evaluasi dan

penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
R —



(2)

(1)

(2)

(3)
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15 dan Pasal 16, kepada Bupati secara berkala paling sedikit
1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi

a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. rekapitulasi jumlah penduduk;

C. penggunaan anggaran;

d. permasalahan yang dihadapi;

e. upaya yang telah dilakukan; dan

f. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19
Bupati melalui Disdukcapil melakukan pembinaan kepada
pemerintah Desa dalam penyelenggaraan LABD.
Bupati melalui Disdukcapil dapat mengevaluasi LABD jika
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang termaktub
dalam Peraturan Bupati Ini.
Bupati melalui Inspektorat Daerah  melaksanakan

pengawasan pelaksanaan LABD di Desa.
r—-—_
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
Padatanggal (0 Jvl7 2023 ﬂ\
Pj. BGRAT {aiﬂ*(}MONGONDO“f/

Rai»
7 '—“\“ ; 4
T HMMORODOMPIT

Diundangkan di Lolak

RAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR . 7/3’

NO PENGELOLA PARAF
. | KEPALA DINAS DUKCAPIL
. | KABAG HUKUM

1
2
3. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM {/
4. | SEKRETARIS DAERAH /
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

LAYANAN ADMINISTRASI

... TAHUN 2023

2023

KEPENDUDUKAN BERBASIS

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. FORMULIR F1.01

BIO DATA KELUARGA

DESA DI

PEMERINTAH KABUPATE
DINAS KEPENDUDU
jriovsiahhpusustutps oy

N BOLAANG MONGONDOW
DAN PENCATATAN SIPIL
i |t Saaba Pk S

Pty sslnhy satu

R LY

Inpul Data dan

Input Date CER
input Data Keluamga dan Anggota Keluargs Orang Asing

DATA KEPALA KELUARGA

2z Avamal f Address

3  Kode pos / Post Code
7. Talepon / Telephan number / Hasdphons
8 Emat

Wit Wilayan diss olen Potsgs K

1 Nama Kepaia Keluargs / Name of Heaosd of the Family

1 dan Por

FORMULIR BIODATA KELUARGA

VYL dituar Megger

R

8. Jumiah Anggota Ketuerga - ||| [ orene

Bip

DATA WALAY AN
B Kode-Nama Provies { Gode < Praviost

10, Kode-MNama K 7 Coxde -

11. Kode-Nama Kecamastan / Code - Sub Diswict
12 Kodo-Nama Kelusrahan / Gode - Village
1D, NATS CUAUNVEUKURICaMBUNG ¢ Sulb-Village

Alamat oi Luar Neger! (diis! oleh WHNE di luasr negeri)

1 Adarmat

Korten

Nagara

Kade Pos
Totephones £ Hamdphons
it

2
a,
s
T
a
0

& _Jumish Anggots Kelusrga

isi oleh petuges

3. Provine | Negers Bagian |

—

T Jorang

Kode-Mama Mogars
Kode-Nama Merwakian R

DATA ANGGOTA KELUARGA
Catavtmr

= Ang Pencduduk W) mengisl Kolom 2 ad 6, 1080 31, 28 s a 41
- For Foreignecs oy, pleass Bl colums 2 1o 13, 15 1o 41
- Bagl WHI g Lusr wisyah MK mangisi nomor 2 s.d 31, 38 s 4

ame Lengken
B ian

EH

Ta) Bernkhir Passport
Date of Expiry

T Bprorece
Type of spormor

Almrnal Spoein o
Sponsor Address

Tarrgret 1 anrie
Place of Bicth
L = 1L )

T v, TEAar, T s Lot
Date of Birth

Tasein
Larie

Wt A AR AT ) R haar

[

Pharvsim CHgemeinmst Fesger ey smear

teovhsdag Tuhan ¥MME

alosfu|ui-}f22 °"i“‘",':5§ apfalulnis
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PENGISIAN FORMULIR F1.01

1. Nams Hepas Keluaroa [He Nama Kepals KelUSOs SACAMA GNGKED SSUS AENgen SUME Henal Lanil Stau AKIS Kaaniran ateu saeusi NS PAMOARAT Crang Dud

2 Ammat Dils: s jaan slaw atau yang dungan normur wwm:manTnmﬁw

31 Koos Pos - Ot Hode Pos. I3k

& mT Otini senum dengen knde Fukun Tetanggs okwma (it Boleh

5 RwW Diiat seaus dergen kode Fukun Wargs sismal pemohon (ek bowh desongan)

B Jumiah Anggots Keluarga D MRS deNDAN DaryREIWH [UMLN ANGPOLE REUMDS peMchan e masuk Kepain

7. Telwpon Diisi dengan nomor ielepon rumah atau telopon seluer yang dimiliki oleh Kepala Kehiarga Dissl dengan alamst email yana dimilic oleh Kepala Keluaras
8 Emat mmmmmmmw.mu

9. Provinei m-mmmmmwnmmw
10. Kabupatenaote Dertampat tinggal
11. Kecematan tingget
12. Desa¥etuwahan ohn-u.-i-w dwmara tnggal
13 DusenvDukURIKAMOUng Dissi sesuai dengan Dy mang tnggal
mtummnﬂumuh—mm
1. Alamat Chisi namna jokan atau atau yam dengan oomor et (e 3da) seta nomor BT dan RW atac nama Ginoya di Luar Negeri.
2 Kota woggal
3 ProvisiNegara Bagan Dis: sesuas dergan @ bagian Cirana pemohon benempal tnggal
4 Megara Diisi sesual Sengen Negara dFana PemMonon tagal
5 Kode Pos i Diisi sewuai dengan wiayah Kode Pos slamat pamohon (tkiak boleh dikos ongkan)
B Jumish Angoota Keluarpa Mmm jumiah. anggota keiuaigs Kepala 9
7 Telapon mmwummmmnwnﬂnm
& Emad wmmmwmmammm
NMI—C“
Ay oppl o
Tichai Ada

Ditsi dongan Nomor Akla PercedalaySural Cema yang dwnilid oleh pemohon
?ﬁungwm

sesual dengan tangeal puiucan wratan pemohon dan Pengeditan Negen atau Pengadien Agama.
¥ ‘N.‘M terters pode BPT. Frutows wian
-
Semger Slahss  setlap p-muhon anguota hebage dengaen kepata heluarga
xn-m
ar-gu-
-I.N
Acak Famin

Mararit Lainnya
28 Kehmnan Fisih aan Memial
i hode angha cacs kotak (sesual dengan pihan kwaban]
Tickie At
T Ads
20 Penyandang Cacut
5 RoOA DR tetal'(uastint ciagan jris: pilnan jacatian)
Cacat Fimik

MOTENNOTANT ATONNOCRAND O NHATN
MOGETNOCE NN ACOMMOUS BVICEINOCY

70F

Dhies torakihic yar g ta keluamga pada wact porgmaen 32 Nomar ITASATAP
dengan jpryang yog e ' Hor ——" AP
Tictak/Batiar Sesolah Dhloms 131 33 Yumpwt dterbiiasnye TARATAR
Belum wmat S i Y Sarjenn Muds Diisi souus dengan lempel Slerbikannys (TASTTAR
Tamat SO Diptoma IviSuata v Sweea | 34 Tanggal
S TP/SMP /S edar ajal S ata 1 it soeum cengan tangga ciertituannys ITASATAR
SLTA/SIMAIS ederaat Lainnye 38T BeraknimyR (TASTTAP
34 Pexonaan ASRLM CONGAN TINOEE SREIDMKBNYA FTAS/ATAR

%
i
!

| Koda BROkn Dacs Kotak (So3URI Song

kal @

Dijsi acsusi deogen tsnpgel.
38 e

wudan
38 Nama Lo ou
Ol camia

mempunyal NIK. mohon ditsi Nomos bxiuk  Kependuduken iU kandung Pemonon
mmmn.mmmmwuﬂrmmmm

Lainnya tanoa
4D NIK Aym

Ayan

mmuammmu-mmmmm-n

m-—u-m n—-ﬂlmmlﬂnmwm

Tpos srrss AROTRANOOE
*PoeeRATaRROCETIROCE

17 Godangan Darmn
8 g
BaAQIEn ini Je 4 Gergan Jala Kepals kUM JAN BNGIOtE KOILAMDS AB 2'5.
1 Momor Unst o AR-
CaNa: Aomor LUl SLAUNGA ANGROIN KOILATGE JiMmuia: Gaf NAMCr 1 ACA'AN RECAE KOLIMDI BN em :: T
sk s dan webetumiys o

% Nama Lengksp = Tidak Taru
D N kepois Seuagas ARf BNPEOE KERMITE SOCArS ©NIMAD LESUs OUnNgan SUraE Ketarsngan Agartis

Kolatermn Akt Keustomn, Wozeh, Gan/aling ok eniilas MEnnys oo DENCINUTHN G Bxaasmis, Kode angRe sacs Rotek {sosuni dengan pilihen jewanon )
et kebangaawanar staupun Gelar sgume Nemu pendudus dihis secara l-gh-n e st Islam
m-u.ncmm . Seria dak nara Taten
Katnouk
‘_\Gﬂlﬂ sy
Ciiw: goler skaderis. gelar oupun gelar agate. yarg OIH PENUIEBNTYE MenyTeuskEn
Kotentumn yang bomaky K Qe SEpAn Al paca Kalom [3) dan Gelar h-mungnup—u Kong Hu Cu g
Llhnv-!

il
i
5

Bari kode angs pada kolak sesual dengan koncdis
Gokugmen ketmheen iy ek
Taa
Asa
16 MNomor Akle Kelahican
Dtz dengen Nomo: Akle Kelahiran/Sural Kenal Lahis yang dimitiki oleh pemonon

Tmbﬂmi’
Tanggal. Bulsn den Tahun Bomkbimya mese beriabu Pasper msmu.w
r Uﬂik*mwﬂM(mmm:“ Sk slatumengs “beium i = langeung
N e Gtats o Aging pomegeng ITAS/ITAP, dengan nama lembags sty PeTEecrungan yang mendponisr T sty e I-'M o taryuart
Wﬁ-am prevyae angsung ks
8 Tipa Sponsoc Kawin
Inteinassonal Ko Tercmta
Parenminh Kuwin Beturm Torcstel
angan c-mn:ma et
ercatat
Tanga Sponeor Coem Mooty
] Nt § pocmor a1 maa
Duiia aengan 16tap terakhic pamonan, Diss lengkap dengan nama Jalan Aad Kamguing tau ey yang
CusuvDukuh atau yamg nomo: Tamah ke ada) serta numar RT dan RW, atay vdak
Rarh i nhanidesn. @ Gan B VIS Tudak Aca
10 Jores Katamin Ada
Lok kb 22 Nomer Akl Portkswinan
Diist dengen Nomaor Akie Parkawinan/Buku Nikah yong dimiliki oln suami dan (st
" Lk 23 Taiiigel Perkminen
Dis Nama femipa pemonon lahi, sesus dengan yang tecantum dalam Surat Kenal DHG1 BOBUN CONGEN IA7GOW DEISKIANARN DOTKAWININ MENUILL UKL A0MTS G1a KEPOFCayEanTy A
7 BN atnu Akio Kelain, GAQH YANG. OSK WATMK CRuls Sess) dencen GongeRLEniwa SADAQAIMANS AR DATA AKIS Porkaeinan St Dada ST M Parmeenen P emerdian fLeium T acatar
12 Tangge, Sulen, Tahun Late
Dl is vl dargan Bulan dan tahn lafu cemchon. Jé tides dietuhu nacel den bulen ish.
harap dituie tanggel 01 bulan O7 (RiH). ¥, Jhis noak dkataius
Tasivir, hewmg citulie Wmnmu-mp—&-—m,
= ORula “VWNI™ apatiie Saman
Disl 3e8UBI GONGAN kewaey yang 5
warga regare o WA Bicns Wik
AW GRIBgAT Ban BXND DAG BNEK DETKOWRIDENEGRTBAN QANde M Dals
14 8K Penetapan WHI
Ciint savus dongan SK WNI yarg
15 Asto Lahir
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2. FORMULIR F1.03 ( FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK )

F1.03
FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK
Perhatian
Harap sl dengan burul cetab dan senggonaban thina Mtam
1 Nowx
2 Narsw Leegghap Pesohen
3. NIK )
4 lenk Peiecboran Sural Keterangan Lesenduduban
Sural Keterangan Fndah
Surat Keterangan Pivdih Luar Negeri [SKPLN)
Surat Eeterangan Tempat Tieggal [SKTT]
Bag Orang Asiog Tw Terbatas
5. Alarsat asal | | s« [ | | aw ] |
a. Desa/Melaaran b Kecarnatan
 Kadepatei/lota d Prowing
Knde Pos |_ ] I | |
Defarn sdlc des) Keboatan alay yioy Ssebul desgan Sama lan
Artar desa/lelurahis atau yang disebul dengsn nama lan didam sty kecematan
” Atar becamatss alau vank dissbut dengan nama aie dalaim satu abuoaten et
« dahan
A Asmar kabupates fkata Salm satu peovinsi
Antar provies
7. Alasmat Pindah i |r|[1l\w||
a. Des/Mekaatan b Eecaesatun
C Eabupaten/Kota d Proviesd
Kode Pos T | |
£, AYasan Mndah 2 Peketpan ¥eamanan Perornahan Lurmye {Sebutiar)
Fendidban Keselatan L T [ (-
9. jni Cepindahan Hepaa Keluarge Kepala Kebaangs dan Sebigaian Sngiols belusge
irpala feluarga dan Selunds Anggoda Keluarga AcaRota Kefuarid
10. Anggota Keluargs yang ] wumparng R jmm KX Bavu
Tidak Pindah
1% Angacts Keluangs vang ‘ :_]hummu KX ._]Mu*!mat KX Bary
Pidah
12, Daftir Angota Kelusega vang Pindad
Diisl obeh Pendudub (Dvany, Asing| Peovegang (TAS yervg Mangajchan SKTT dan OA Pumeyang (TAF yang wjubal Sasat K s Kagendud [T
13, Naina Spofsar _]
14. Tipe Spotsor Cogantsasi Merasional Peevrieg sl I lh‘uuhun
Peforangan Tafps Sponmor
15, Alarral Sooeaar

1E. Nomor dam Tesggal MITAS

& omap

Dfial cleh Penduduk yang

L1 ELE LT T L]

LITT]

LIS 1] L] )

Nomor

17. Negara Tijuan
18 Alamat Tujesan

19, Peranggung lewab

0. Reswcana Pindah Tenggal

Surat Xeterdngsn Findal Luar Weger

e e e e

Targgal Masa Berlaku

Fionde Negiada
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3. FORMULIR F 1.05 ( SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN / PERCERAIAN BELUM TERCATAT ) UNTUK SUAMI DAN ISTRI.

Untuk Suami | ( F LS |

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:
L Nama -
schagai suami, selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA
1. Nama
scbagai isteri, sclanjutnya discbut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan schagai suami isteri / telah melakukan perceraian®, yang
(tanggal pckawinan / perceraian®), dengan saksi-saksi:
NIK B oo A R A O S R S VS LTRSS Rl
NIK ¥ sossoveares S AT st e Kb iR o p sy
Dengan Nama anak-anak schagai berikut
No Nama No. Akta Kelahiran SHDK

Demikian Surat Pernyataan i kami buat dengan scbenamya, apabila dalam keterangan yang saya bertkan terdapat
hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s S R 2....
Yang menyatakan.

PIHAK ISTRI, PIHAK SUAMIL

Saksi 1. Saks: I,

[t e ) b cousaninns s purssustsiseis SR )
| —— I i mm smmmiamasmsia e

*) coret yvang tidak sesuai

Lembar |
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Untuk bstr || e |

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bcmndmmgm di bawah 1ni:
L. B s s e s s i s s i S e i
NIK S R R R R P SRS NS Y3 A A A
scbagai suami, sc]anjumya discbut PIHAK PERTAMA
IV. Nama P DI R A EE RURTRPSRE R pos S e pom sy
NIK  rememmenmenierianmbsnassioninnsstihenssnsivailinmiinnrielineShefnten il

scbagai ister, sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan scbagai suami isten / telah melakukan perceraian®, yang
dilaksanakan pada ...

(tanggal pckawinan / pcztcmmn“‘) dc'ngan snbl-sak&l

1L MBI | o s s e i e e R e SR S T
Iv. Nama i S A e R A T R e e e
NIK § rmemeinanna ol armanss e e e el men i e nmnamee e )i dmebrand

Dengan Nama anak-anak scbagai berikut :
No Nama No. Akta Kelahiran SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan scbenamya. apabila dalam keterangan yang saya benkan terdapat
hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang scbenarnya, sava bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

............................ 2.
Yang menyatakan,
PIHAK SUAMI PIHAK ISTRL,
Materai
10000
| S RPN ) T TT— )
NIK. e NIK
Saksi [l Saksi 1,
N — ) s
NIK. NIK.

*) coret yang tidak sesuai

Lembar 2



7.

4. FORMULIR F-2.03 SPTJM KELAHIRAN (SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK KEBENARAN DATA KELAHIRAN).

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R R T T A
NIK § aesmsmea SRR TR seERRTEeE e GemvRzEey
Tempat/Tanggal Lahir  ©
Pekerjaan S e e N R A A A AR
Alamat o

menyatakan bahwa :

Nama T R R T S S S SR S A T R S
NIK T e R R A B S A
Tempat Eandlial LAl ;| .sonsimmsimrann e e e s
Anak ke ) I
Jenis Kelahiran : TUNGGAL / KEMBAR ...... "]

Alamat D ot s a5t i A A R

adalah anak kandung dari :

Nama Ibu S i R 5 S S S SR R S
NIK T e e A R A R SRR U TS R S AR
TompaTangal Lalir © cooomrannnnnnnwanesnsrarsmniess
Pekerjaan - R e Ty Lor=
Alamat S S

yang lahir dengan penolong kelahiran :

Nama S R S R R S R
NIK P e
Pekerjaan R R R S R SIS A TR SRR ST
Alamat § e T S R i s s e

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila di
kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses
secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang
diterbitkan akibat dari pemyataan ini menjadi tidak sah.

............................................... 20 ...
Saksi |, Saya yang menyatakan,
(ricnen cmammam i menmmra ey Y rmrmasmremesssieReer s R
NIK. e
Saksil,
(A )




-
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5. FORMULIR F-2.01 FORMULIR PELAPORAN DATA KEMATIAN.

Prowing o SULAWESI UTARA [71)

Kabupaten €ota KABUPATEN BOLAANG RCNGONDOW (01)
Kacamatan s AL R

Data Salurahan

Kocke ‘Wilayah i2fsf [ [ [ [ | |

FORMULUIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DY DALAM WILAYAH NKRI
Janis Puliporan Pencatatan Sipd Duwanr

DATA PELAPDR

 [Nawa : [TT T T TT 711

MNIK

Momee Dokumen Pesjalasan
Nomoe Kty Kilu g

| |Kwar it g o au

Moo Hasdphane®

Al pead® s ] ] l

HEEEEEEEEI

Moo Sartu Keuarga
e s

RATA SAKS I

M : HEEEEEEER

MK
| |Monoe Kartu Keluarga

' lr.mxc,amga aan

LA TA (THANG

Naesa A : [TTTTTT 11

NIK Ayah
Tempat Lahe Ayl
Tanggaed Lahic dyah ¢ Tgle Bln Thi

Kiow s Ganagaraas - II[I]ll I]I
M bu :

MK Ibu

T a2 Lahy @B i
Tanggad Lahir i o Tgh: Bin. Thin
rmvh'ﬁmga*aﬁ - l I

insmm
1. N%

. Nama Longhap . HEEEEEEEE

. Sedab Kematian ! 1. Sakit biasa/tua ] 1 Watah Penyait L] 3. Eacolabaan

4, Krifinalitas 5. Bl Din & Laifdya

. Tempat Ksmatian : I l [ l [ I | I I
1. Yoy saniratghas - 1. Dokter | | 2. Tenaga Kesahatass | | 3 Kepoksian L_I# Laafiivgi

|
|

2
3. Targgal Kewatian T Bin: Tha
4
5

o

Mdenpeta i Pulapir
Peatat Dubcapil Yang Marmdsdaeg),
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6. SURAT KUASA JIKA DIWAKILKAN UNTUK PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SURAT KUASA

TANLU DERIANDA TANOUAN DIDAVVAR 1IN 2

NAMA {
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT

DENGAN INI MEMBERI KUASA KEPADA -

NAMA t
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
PEKERJAAN

ALAMAT

UNTUK MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERUPA :
AN 1.
2.
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERUPA :

DEMIKIAN SURAT KUASA INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SURAT KUASA INI TIDAK BENAR, MAKA
SAYA BERSEDIA DI PROSES SECARA HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN YANG DITERBITKAN DARI SURAT KUASA
INI MENJADI TIDAK SAH.

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

METERAI
Rp.10.000

NIK. NIK.



Nama Tempat Pemakaman :

|||||||||||||||||||||||

-7 -

7. FORMULIR BUKU POKOK PEMAKAMAN
FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Alamat
| NAMA DAN NO.
| TEMPAT
| TANGGAL | NAMA | NIK | H.P. KELUARGA
NO.1 NK ) NAMA ;‘E";fNGéGLAL PEMAKAMAN | PELAPOR | PELAPOR | YANGDAPAT | ‘O
| DIHUBUNG]
1 @ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
|
i'
Petugas Pemakaman




=98 =

8. FORMULIR KEMATIAN DI DESA / KELURAHAN

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RTRW 1
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
NO. NIK NAMA TEMPAT | TEMPAT DAN NAMA NIK NAMA DAN NO.
LENGKAP DAN TANGGAL PELAPOR PELAPOR H.P. KELUARGA
TANGGAL | MENINGGAL YANG DAPAT
LAHIR DIHUBUNGI
(1) (2) (3) 4 ) (6) (7 (8)
Kepala Desa/Lurah .....c..cconuee Ketua R.T. ..cccoe.
(evrrrererrerresnrnerseresreseseesenaneas )

NO PENGELOLA PARAF
1. | KEPALA DINAS DUKCAPIL é

2. | KABAG HUKUM

3. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM L /h
4. | SEKRETARIS DAERAH |

LIMI MOKODOMPIT




